Penggunaan mahar sebagai sumber pembiayaan walimah al-'ursy di Kota Palangka Raya by Bajuri, Bajuri
  
 
   
PENGGUNAAN MAHAR SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN 
WALĪMAH AL-‘URSY DI KOTA PALANGKA RAYA 
 
 
 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai 
Syarat Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disusun Oleh 
 
 
BAJURI  
NIM. 1402110450 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA 
FAKULTAS SYARIAH 
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 
TAHUN 1441 H/2019 M 
  
 ii 
 
PENGESAHAN 
 
 iii 
 
NOTA DINAS 
  
 iv 
 
PERSETUJUAN SKRIPSI 
 
 
 v 
 
ABSTRAK 
 
Penggunaan mahar sebagai pembiayaan walīmah al-„ursy di kota Palangka 
Raya merupakan hal yang menarik untuk diteliti, yang mana pada umumnya 
mahar berbentuk benda seperti seperangkat alat shalat, cincin, dll, untuk diberikan 
kepada istri. Namun dalam penelitian ini mahar yang dipergunakan berupa uang 
dengan nominal yang tidak sedikit jumlahnya dan digunakan untuk membiayai 
walimah al-„ursy, padahal mahar itu sendiri adalah hak istri dimana menggunakan 
nya haruslah dengan izin istri. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Apa yang menjadi 
latar belakang digunakannya mahar sebagai pembiayaan walimah? (2) Bagaimana 
pandangan orang tua mempelai terhadap mahar? (3) Bagaimana pandangan 
hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya walimah al-„ursy di kota 
Palangka Raya?. Tujuan penelitian yakni: (1) Untuk mengetahui latar belakang 
terjadinya mahar yang digunakan sebagai pembiayaan walimah, (2) Untuk 
mengetahui pandangan orang tua mempelai terhadap mahar, dan (3) Untuk 
mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya 
Walimah al-„ursy di kota Palangka Raya. 
Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini 
juga bersifat empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif 
deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari 2 (dua) istri yang maharnya digunakan  
untuk biaya walimah al-„ursy dan objek penelitian ini ialah Mahar yang 
dipergunakan untuk biaya resepsi pernikahan atau walīmah al-„ursy di kota 
Palangka Raya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara 
dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data menggunakan metode Data Collection 
(Pengumpulan Data), Data Reduction (Pengurangan Data), Data Display 
(Penyajian Data), Data Conclousions Drawing/Verif ying (penarikan kesimpulan). 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Alasan yang melatarbelakangi 
penggunaan mahar disebabkan beberapa faktor diantaranya: kurangnya biaya 
yang dianggarkan dalam pengadaan walimah, dan minimnya pemahaman 
masyarakat dalam memahami konsep mahar. (2) Pandangan orang tua mempelai 
yang menggunakan mahar untuk biaya  walimah al-„ursy terhadap mahar itu 
sendiri cenderung kurang memahami mengenai pengertian dan kegunaan mahar 
dan hanya menggunakan definisi berdasarkan pemahaman pribadinya saja, 
sehingga ini menjadi salah satu penyebab mengapa mahar tersebut dipergunakan 
untuk keperluan lain seperti untuk membiayai walimah al-„ursy. (3) Berdasarkan 
hukum Islam, mahar adalah hak kepemilikan seorang istri yang tidak boleh 
digunakan suami untuk diambil manfaatnya kecuali dengan izin dan ridha dari 
istri. 
 
  
Kata kunci: Walīmah al-„ursy, Mahar, Pembiayaan walimah 
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ABSTRACT 
 
 The use of dowry as a financing for walīmah al-„ursy in Palangka Raya is 
an interesting for the study, which is in general dowry in the form of objects such 
as a set of prayer tools, rings, and others to be given to the wife. But in this 
research the dowry used is in the form of money with a nominal amount that is not 
small and used to finance walīmah al-„ursy, even though the dowry is the wife‟s 
right where to use it must be with the permission by wife. 
 The problems of the study consists of (1) What the background of mahar‟s 
use as a walīmah al-„ursy financing? (2) How does the view of the bride‟s parents 
on dowry? (3) How does the view of Islamic law on the use of the dowry for the 
financing of walīmah al-„ursy? Objectives of the study consists of (1) To know 
the background of the used of dowry as the cost of walīmah al-„ursy (2) To know 
the view of the bride‟s parents on dowry (3) To know the view of Islamic law on 
the use of the dowry for the financing of walīmah al-„ursy. 
The type of research is field research. This research is empirical by using a 
descriptive qualitative approach. The subject of this study consisted of tho wives 
fess were used for the cost of walīmah al-„ursy in Palangka Raya. Data collection 
techniques in this study are interview and documentation. Data analysis method in 
this study was use Data Collection, Data Reduction, Data Display, Data 
Conclousions Drawing/Verifying. 
The result of the study consist of (1) The reason of background the use of 
dowry were due to several factors, including: Lack of costs budgeted for 
procurement of walīmah al-„ursy and the lack of public understanding in concept 
of dowry. (2) The view of bride‟s parents who use dowry for the costs of walīmah 
al-„ursy in was less understanding about dowry and only uses definition based on 
personal understanding, so that it becomes one of the reasons why the dowry was 
use for the costs of walīmah al-„ursy. (3) Based on the view of Islamic law, dowry 
is the wife‟s ownership rights that her husband is not to  use for benefit except by 
permission from his wife. 
 
Key Word: Walīmah al-„ursy, Dowry, Financing of walimah  
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KATA PENGANTAR 
 
Alḥamdulillāh. Segala puji syukur hanya milik Allah. Tuhan semesta 
alam, yang merajai langit dan bumi. Yang telah menciptakan manusia dalam 
sebaik-baik pembentukan. Yang telah menciptakan setiap sesuatu berpasang-
pasangan. Siang-malam, kaya-miskin, benar-salah, tiadalah semuanya itu 
melainkan bentuk kekuasaan dan keagunganNya. 
Dengan rahmat karuniaNya, Dia menciptakan manusia dengan akal budi 
pekerti, guna membedakan antara haq dan batil. Dengan akal tersebut pula 
Allah mengilhamkan kepada kita ilmu pengetahuan. Dimana peran ilmu 
pengetahuan itulah yang dapat membuat manusia untuk terus berkembang dan 
berkarya. Dan diantara sekian banyak karya yang telah dibuat oleh manusia 
tersebut, karya tulis ilmiah ini lah salah satunya, dibuat demi memenuhi tugas 
akhir dalam memperoleh gelar serjana (skripsi). Semoga karya yang sangat 
sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada oranglain, terkhusus bagi 
penulis sendiri serta dapat menjadi simbol manifestasi penulis dalam 
mensyukuri nikmatNya. 
Sholawat serta salam tiada henti-hentinya untuk selalu tercurah kepada 
junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang diutus allah untuk 
menyempunakan akhlak bagi setiap insan. Sabda Nabi SAW “Innama buiṡtu 
liutammima makārimal akhlāq”.  
Skripsi ini dapat diselesaikannya tidak terlepas dari berbagai pihak yang 
telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin 
menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan mengucapan terima 
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kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun 
secara tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas mulia 
ini, di antaranya adalah: 
1. Yth. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala 
sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. 
Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan 
dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang. 
2. Yth. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN 
Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan 
yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. 
Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para 
pecinta ilmu kesyariahan. 
3. Yth. Bapak H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I dan Ibu Norwili, MHI, selaku Dosen 
Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing 
penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. 
Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jarīyah yang terus 
mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. Āmīn 
4. Yth. Ibu Dra. Hj. ST. Rahmah, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik 
atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas 
Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis 
untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu 
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ِعٗ خشئبع ٜضس الله بْٖع ذىبق  :هبق ٜجْىا - ٚيص 
الله ٔٞيع ٌيعٗ  :  ُ ِإ  ٌَ َظَْعأ  ِحبَِّنْىا  
 خَمَْشث  ُُٓشَغْٝ َأ  ُؤ ًٍَ َةن  
 
Riwayat dari ‘aiysah R.A. berkata: Nabi 
Muhammad SAW pernah bersabda: 
Sesungguhnya Pernikahan yang paling besar 
berkahnya adalah pernikahan yang paling 
ringan maharnya. 
(H.R. AHMAD)  
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Sembah sujudku ku persembahkan kepada Allah. 
Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas takdirmu telah kau 
jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan 
seks (libido seksualitas). Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang 
legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat 
kemanusiaan, yaitu melalui sebuah akad pernikahan
1
.
2
 Dilangsungkannya 
sebuah akad pernikahan merupakan bentuk dari Sunatullah (ketentuan Allah) 
serta merupakan realisasi terhadap ajaran Nabi Muhammad saw, bahkan Nabi 
sangat menganjurkan umatnya untuk menikah serta melarang untuk 
membujang. Dalam Islam, suatu pernikahan dilangsungkan untuk dapat 
membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, sebagaimana 
dalam Alquran surah Ar-Rūm ayat 21: 
  ٌَُنْْٞ َث َوَعَج َٗ  ب َٖ ْٞ َىِإ اُُْ٘نَْغزِّى بًجا َٗ َْصأ ٌْ ُنُِغفَّأ ِْ ٍِّ  ٌَُنى ََقيَخ ُْ َأ ِٔ ِربَٝآ ِْ ٍِ َٗ
 ًخ ََ ْدَس َٗ  ًح د َ٘  ٍ  َ  َُ ُٗش َنَفزَٝ ًٍ ْ٘ َقِّى ٍدبَٝ َٟ  َلِى
ََٰر ِٜف  ُ ِإ 
 
 
                                                 
1
Definisi pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, disebutkan dalam pasal 1, perkawinan menurut Wahbah Az-Zuhaili, pengertian 
nikah secara bahasa adalah mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan 
intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara 
syariat, nikah berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan 
perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika 
perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Wahbah 
Az-Zuhaili, Fikih Islam 9, Penerj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., dari judul asli, “Al-Fiqhu Al-
Islāmi wa Adillatuhū”, Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet. 1, h. 73.  Peneliti lebih memilih 
menggunakan istilah pernikahan dalam tulisan ini dari pada perkawinan dikarenakan dalam 
pemakaian sehari-hari di masyarakat, kata perkawinan berkonotasi dengan makna hubungan 
intim. Sedangkan kata pernikahan lebih sering digunakan sebagai konotasi dari makna akad 
pernikahan. 
2
Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 15. 
2 
 
 
 
Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3
 
Kandungan ayat Alquran tersebut di atas, dalam konteks ke-Indonesia-an 
telah tertuang dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
yang menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk 
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa, dan lebih diperinci kembali oleh pasal 3 Kompilasi Hukum 
Islam yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.  
Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum
4
, di 
mana terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat 
menentukan suatu pekerjaan/perbuatan, terutama menyangkut dengan sah atau 
tidaknya pekerjaan/perbuatan tersebut. Dalam konteks pernikahan Islam, rukun 
dan syarat tidak boleh tertinggal, hal tersebut membuat pernikahan akan 
menjadi tidak sah bila keduanya tidak lengkap.
5
 
                                                 
3
Tim Penyusun, Mushaf al-Azhar (al-Qur„an dan terjemah), Bandung: Penerbit Hilal, 
2010, h. 406. 
4
Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang diberi akibat hukum oleh 
kaidah hukum tertentu dan timbulnya akibat hukum ini dikehendaki oleh subjek hukum. 
Sebagaimana perkawinan merupakan perbuatan subjek hukum antara kedua belah pihak baik 
mempelai laki-laki dan perempuan yang secara sengaja melakukan perikatan untuk membentuk 
kehidupan rumah tangga atau berkeluarga dan dari ikatan tersebut timbulnya hak dan 
kewajiban antara suami-istri. Lihat pada Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 
Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. ke-2, 2014, h. 128. Lihat juga 
Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Refika 
Aditama, cet. ke-1, 2012, h. 53. Lihat juga M. Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, Bandung: 
Pustaka Setia, cet. ke-1, 2012, h. 66. 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006, h. 59. 
3 
 
 
 
Pernikahan yang merupakan perbuatan hukum tentunya harus 
mendapatkan pengakuan untuk dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah. 
Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap 
hak-hak yang diakibatkan dari pernikahan. Dalam konteks demikian, dalam 
ajaran Islam sangat dianjurkan agar sebuah pernikahan tidak dilaksanakan 
secara sembunyi-sembunyi tetapi diumumkan pada khalayak ramai. Ketentuan 
yang menjadi dasar dalam mengumumkan sebuah pernikahan adalah perintah 
rasulullah agar sebuah perkawinan diadakan sebuah walimah. 
Walimah al-„ursy (pesta penikahan) dimaksudkan memberi doa restu 
agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Adapun tujuan lainnya 
adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, 
sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetusan 
tanda gembira atau lainnya.
6
 
Dalam sebuah pernikahan diharuskan adanya mahar terutama dalam 
ajaran islam, dan kedudukan mahar ini sangatlah penting. Mahar secara bahasa 
berarti maskawin.
7
 Mahar ini sendiri, telah diserap menjadi bahasa Indonesia, 
yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 
pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada 
mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah tanpa ditentukan 
jumlah atau kadarnya.
8
 Sedangkan arti maskawin menurut KBBI juga tidak 
                                                 
6
Ibid., h. 167. 
7
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia,  Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 
2010, h. 431. 
8
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005, h. 696, cet. 3.  
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jauh berbeda dengan arti kata mahar, hanya saja terdapat tambahan bahwa 
mahar dapat diberikan secara kontan atau secara utang.
9
 
Pada dasarnya mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan suami 
terhadap istri. Dengan demikian mahar merupakan hak mutlak bagi seorang 
istri. Maka seorang istri mempunyai hak untuk menggunakannya, sebagaimana 
haknya untuk mempergunakan semua hartanya jika ia merupakan orang yang 
berhak untuk menggunakan hartanya sendiri.
10
 Hal ini sejalan dengan ajaran 
Islam, dimana Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 
memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta 
orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari‟at. 
Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan 
perdagangan dengan asas saling ridha, dan saling ikhlas.
11
 
Jujuran dalam adat pernikahan masyarakat Banjar merupakan salah satu 
tradisi. Jujuran merupakan pemberian dari pihak mempelai pria kepada pihak 
wanita dalam bentuk sejumlah uang. Banyak yang salah mengartikan jujuran 
sama dengan mahar. Sebenarnya jujuran memiliki perbedaan makna dengan 
mahar dan seserahan (barang). Jujuran adalah bukan hak milik sepenuhnya 
untuk mempelai wanita seperti halnya mahar, karena uang jujuran dapat 
digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan dapat digunakan oleh 
orangtua mempelai wanita untuk membeli kebutuhan wanita serta sebagai 
modal awal untuk membangun rumah tangga. 
                                                 
9
Ibid., h.719. 
10
Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid.9, alih bahasa oleh Abdul Hayyie 
al-Kattani,dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.252. 
11
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol.2, Jakarta: Lentara Hati, tt, h. 329-330. 
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Dalam data awal peneliti mendapati adanya mahar yang digunakan 
sebagai biaya untuk walīmah al-„ursy (resepsi pernikahan). Dalam observasi 
tersebut, uang yang digunakan untuk biaya resepsi disebutkan sebagai mahar 
dalam ijab kabul. Dalam ijab kabul tersebut maharnya senilai 100.000.000 
(seratus juta rupiah). Jumlah tersebut juga termasuk biaya resepsi pernikahan 
yang diberikan oleh B (calon suami) kepada A (calon istri). Sedangkan pada 
dasarnya mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon 
istrinya sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih 
bagi seorang istri kepada calon suaminya. Sehingga penggunaan mahar 
seharusnya tergantung kepada kehendak istri. Terdapat beberapa alasan 
seseorang menggunakan mahar sebagai biaya pesta pernikahan, diantaranya 
karena keterbatasan dana untuk melangsungkan walīmah al-„ursy, atau 
dikarenakan adat kebiasaan dari keluarga tersebut, bahkan boleh jadi hal ini 
disebabkan karena kesalahan dalam memahami konsep jujuran dan mahar. 
Tentunya hal ini menimbulkan problematik tersendiri di mana mahar yang 
menjadi hak pribadi sang istri justru dipergunakan sebagai biaya resepsi 
pernikahan. 
Berdasarkan hal di atas, peneliti merasa tertarik untuk mendalaminya 
dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “PENGGUNAAN MAHAR 
SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN WALĪMAH AL-‘URSY DI KOTA 
PALANGKA RAYA”. Persoalan ini penting untuk diteliti guna memberikan 
pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar sebagai biaya resepsi 
pernikahan.  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan rumusan 
masalahnya sebagai berikut: 
1. Apa yang menjadi latar belakang digunakannya mahar sebagai pembiayaan 
walimah? 
2. Bagaimana pandangan orang tua mempelai terhadap mahar? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk 
biaya resepsi pernikahan walimah al-„ursy di kota Palangka Raya? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini secara substansial bertujuan untuk mengemukakan 
perbedaan antara jujuran dan mahar. Adapun secara khusus yang hendak 
dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran yang 
sesungguhnya tentang: 
1. Latar belakang terjadinya mahar yang digunakan sebagai pembiayaan 
walimah. 
2. Mengetahui pandangan orang tua mempelai terhadap mahar. 
3. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk 
biaya resepsi pernikahan (Walimah al-„ursy) di kota Palangka Raya. 
D. Kegunaan Penelitian 
Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu 
memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna  
untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini 
paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni: 
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1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Menambah wawasan ilmu hukum Islam, khususnya mengenai konsep 
mahar dalam pernikahan Islam. 
b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khusus dalam ilmu 
tentang hukum Islam. 
c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk 
peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan 
penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan. 
d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya 
khazanah literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan kedudukan 
mahar bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika 
yang berkembang di masyarakat, terkait dengan kedudukan mahar 
dalam suatu pernikahan. 
b. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan 
kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari 
titik temu dari aneka ragam  pemikiran  yang  dapat  diaplikasikan,  
diantaranya bagi pembangunan hukum nasional. 
c. Untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan hukum,  
terutama hukum Islam. 
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E. Sistematika Penelitian 
Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah harus sistematis. 
Selain sebagai syarat karya ilmiah, penelitian secara sistematis juga akan 
mempermudah  penelitian  dan  pembahasan  secara  menyeluruh tentang 
penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penelitian dan 
pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang 
dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.  
BAB I : Pendahuluan, yang akan berisi tentang latar  belakang  masalah, 
rumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  kegunaan  penelitian, dan 
sistematika penelitian. 
BAB II : Kajian Pustaka, yang berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka 
teoretik, dan deskripsi teoretik.  
BAB III : Metode Penelitian, yang akan berisi tentang waktu dan tempat 
penelitian, objek dan subjek penlitian, teknik pengumpulan data, 
pengabsahan data, dan analisis data. 
BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan berisi tentang: 
Kedudukan mahar dalam pernikahan Islam dan mengetahui 
pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya 
resepsi pernikahan (Walimah al-„ursy). 
BAB V : Penutup, yang akan berisi tentang kesimpulan dan saran.
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik 
perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah 
dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk 
memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan 
terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan 
sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran 
yang telah peneliti lakukan terkait tentang mahar perkawinan terdapat beberapa 
skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan 
penelitian peneliti. Di bawah ini, peneliti uraikan beberapa penelitian 
terdahulu: 
1. Gatot Susanto tahun 2010, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta dengan judul “Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat 
Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)”. Fokus penelitian ini adalah 
tentang adat pemberian palaku di desa Pangkalan Dewa Kabupaten 
Kotawaringin Barat. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan normatif. Dengan kesimpulan:  
“...bahwa konsep pemberian palaku dalam adat perkawinan di desa 
Pangkalan Dewa umumnya didahului dengan musyawarah yaitu tahap 
hakumbang  auh, maja misek sampai kepada mukut rapin tuak yang 
semuanya untuk mencapai kata mufakat dalam penetapan pemberian 
palaku. Perkawinan dapat gagal/batal akibat Palaku tidak dapat dipenuhi 
oleh pihak laki-laki, seperti pihak laki-laki tidak semartabat dan kurang 
pendidikanya. Hukum Islam melarang penetapan palaku yang tinggi 
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dengan alasan mempelai laki-laki tidak sederajat atau hanya demi 
menjaga 
martabat (status sosial) pihak wanita, sehingga melegalkan palaku 
tersebut sebagai alasan pencegah perkawinan.”12 
 
2. Ulfa Zamayanti tahun 2017, Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 
Darussalam, Banda Aceh dengan judul “Mahar Bagi Wanita Yang 
Diperkosa (Studi Perbandingan Mażhab Ḥanāfi dan Mażhab Syafi‟i)”. 
Fokus penelitian ini terletak pada Perbandingan antara Mażhab Ḥanāfi dan 
Mażhab Syafi‟i tentang mahar bagi wanita yang diperkosa. Sedangkan jenis 
penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), 
dan penelitiannya menggunakan analisis data dengan fiqih muqāran. 
Dengan kesimpulan: 
“...bahwa Mażhab Ḥanāfi mengatakan tidak wajib mahar bagi 
wanita yang diperkosa, dalil yang mereka gunakan hanya ra‟yu 
(nalar/logika) dan metode istinbaṭ menggunakan penalaran ta‟lili, 
sedangkan Mażhab Syafi‟i mengatakan wajib mahar bagi wanita yang 
diperkosa, pendapat ini didukung oleh dalil hadis dan metode istinbāṭ 
yang digunakan adalah penalaran bayani. Dari paparan di atas dapat 
disimpulkan bahwa, mahar bagi wanita yang diperkosa tidak wajib 
menurut Mażhab Ḥanāfi dan wajib menurut Mażhab Syafi‟i.”13 
 
3. Imam Ashari tahun 2016, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 
Lampung, Bandar Lampung dengan judul “Makna Mahar Adat Dan Status 
Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan 
Kabupaten Lampung Selatan”. Fokus penelitian ini adalah mengkaji mahar 
adat dalam sistem perkawinan adat masyarakat Bugis di Lampung Selatan. 
                                                 
12
Gatot Susanto, “Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa 
Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum 
Islam)”,Skripsi Sarjana, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010, t.d, h. ii. 
13Ulfa Zamayanti, Mahar Bagi Wanita Yang Diperkosa (Studi Perbandingan Mażhab 
Ḥanāfi dan Mażhab Syafi‟i)”, Skripsi sarjana, Banda Aceh: Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN 
Ar-Raniry Darussalam, 2017. h. iv. 
  
 
Dan jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif dengan 
teknik pengumpulan data wawancara mendalam, pengamatan dan 
dokumentasi. Dengan kesimpulan: 
“...bahwa mahar adat adalah sebuah inti kebudayaan, dimana 
sesuatu yang sulit berubah. Hal ini dibuktikan dengan tidak bisanya 
digantikan tanah dengan benda lainnya. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa tanah merupakan simbol yang memiliki makna, 
dimana maknanya adalah berupa status sosial bagi kedudukan seorang 
perempuan Bugis dan keluarga besarnya. Semakin luas tanah maka 
semakin tinggi nilai dari status sosial perempuan tersebut. Analisis ini 
mengikut kepada Geertz (1973;1983) tentang teori kebudayaan 
khususnya mengenai simbol dan makna dalam masyarakat.”14 
4. H. Zainal Aqli tahun 2010, Jurusan Syariah Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyah 
STAIN  Palangka Raya, dengan judul “Batas Maksimal Mahar dalam 
Perspektif Ibnu Taimiyah”, Fokus penelitian ini adalah mengkaji batas 
maksimal nominal mahar dalam perspektif Ibnu Taimiyah. Adapun jenis 
penelitian ini menggunakan metode induksi dan deduksi. Dengan 
kesimpulan: 
“...pemikiran Ibnu Taimiyah ini tampak relevan dengan kondisi 
masyarakat muslim sekarang. Sebab Ibnu Taimiyah membagi masyarakat 
muslimpada tiga tingkatan, ekonomi bawah, menengah dan atas, 
sehingga mahar pun mesti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. 
Satu hal yang disayangkan, Ibnu Taimiyah membolehkan para 
konglomerat memberikan mahar sebanyak-banyaknya dan hal ini tampak 
menimbulkan persoalan, sebab selain disebut sebagai pemborosan 
(mubażżir), juga rentan lahirnyasikap sombong yang berdampak pula 
timbulnya kerawanan dan kecemburuan sosial.”15 
 
                                                 
14Imam Ashari, “Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan 
Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan”, Skripsi Sarjana, Bandar 
Lampung: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016, tanpa halaman. 
15Zainal Aqli, “Batas Maksimal Mahar dalam Perspektif Ibnu Taimiyah”, Skripsi 
Sarjana, Palangka Raya: Jurusan Syariah Prodi al-Ahwal al-Syakhsiyah STAIN  Palangka 
Raya, 2010, h. ii  
  
 
Untuk mempermudah perbedaan peneliti dengan penelitian-penelitian 
terdahulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 2.1  
Perbandingan Penelitian Terdahulu 
No. Nama, Tahun, Judul, dan 
Jenis Penelitian 
Perbandingan 
Persamaan Perbedaan 
 
1. 
Gatot Susanto, 2010, Konsep 
Pemberian Palaku (Mahar) 
Dalam Adat Perkawinan Di 
Desa Pangkalan Dewa 
Kabupaten Kotawaringin 
Barat Kalimantan Tengah 
(Perspektif Hukum Islam), 
Jenis Penelitian lapangan 
(field research). 
Persamaan 
penelitian 
ini dengan 
penelitian 
peneliti 
terletak 
pada perihal 
mahar. 
Adapun 
perbedannya bila 
penelitian Gatot 
Susanto membahas 
tentang Konsep 
Pemberian Palaku 
(Mahar) Dalam 
Adat Perkawinan 
Di Desa Pangkalan 
Dewa Kabupaten 
Kotawaringin Barat 
Kalimantan Tengah 
(Perspektif Hukum 
Islam), sedangkan 
peneliti membahas 
tentang 
penggunaan mahar 
sebagai sumber 
pembiayaan 
walīmah al-„ursy di 
kota palangka raya. 
2. Ulfa Zamayanti, 2017, Mahar 
Bagi Wanita Yang Diperkosa 
(Studi Perbandingan Mażhab 
Ḥanāfi dan Mażhab Syafi‟i), 
Jenis Penelitian pustaka 
(library research). 
Persamaan 
penelitian 
ini dengan 
penelitian 
peneliti 
terletak 
pada perihal 
mahar. 
Adapun 
perbedaannya, bila 
penelitian Ulfa 
Zamayanti 
membahas tentang 
Mahar Bagi Wanita 
Yang Diperkosa 
(Studi 
  
 
Perbandingan 
Mażhab Ḥanāfi dan 
Mażhab Syafi‟i), 
sedangkan peneliti 
membahas tentang 
penggunaan mahar 
sebagai sumber 
pembiayaan 
walīmah al-„ursy di 
kota palangka raya. 
3 Imam Ashari, 2016, Makna 
Mahar Adat Dan Status 
Sosial Perempuan Dalam 
Perkawinan Adat Bugis Di 
Desa Penengahan Kabupaten 
Lampung Selatan, Jenis 
Penelitian kualititatif. 
Persamaan 
penelitian 
ini dengan 
penelitian 
peneliti 
terletak 
pada perihal 
mahar. 
Adapun 
perbedaannya, bila 
penelitian Imam 
Ashari membahas 
tentang Makna 
Mahar Adat Dan 
Status Sosial 
Perempuan Dalam 
Perkawinan Adat 
Bugis Di Desa 
Penengahan 
Kabupaten 
Lampung Selatan, 
sedangkan peneliti 
membahas tentang 
mahar sebagai 
sumber 
pembiayaan 
walīmah al-„ursy di 
kota palangka raya. 
  
 
4 H. Zainal Aqli, 2010, Batas 
Maksimal Mahar dalam 
Perspektif Ibnu Taimiyah, 
Jenis Penelitian induksi dan 
deduksi. 
Persamaan 
penelitian 
ini dengan 
penelitian 
peneliti 
terletak 
pada perihal 
mahar. 
Adapun 
perbedaannya, 
Zainal Aqli 
membahas tentang 
Batas Maksimal 
Mahar dalam 
Perspektif Ibnu 
Taimiyah, 
sedangkan peneliti 
membahas tentang 
mahar sebagai 
sumber 
pembiayaan 
walīmah al-„ursy di 
kota palangka raya. 
 
B. Kerangka Teoritik 
1. Teori al-Maṣlaḥah 
Al-Maṣlaḥah berasal dari kata aṣhlaḥa dari timbangan af‟ala yang 
artinya adalah baik. Ia adalah bentuk maṣhdar yang bermakna terlepas dari 
kerusakan atau keburukan.
16
 
Pengertian al-maṣlaḥah berdasarkan arti kalimat bahasa Arabnya ialah 
perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Sedangkan 
secara definisinya ulama memiliki beberapa perbedaan, namun jika dianalisis 
maka terdapat kesamaan dalam hakikat pengertiannya.
17
 
Dari definisi al-maṣlaḥah yang sudah dikemukakan para ulama, maka 
disimpulkan menjadi dua konsep yaitu: 
                                                 
16
Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2008, h. 187. 
17
Ibid., h. 188. 
  
 
a. al-maṣlaḥah dalam pengertian syara‟ tidak boleh didasarkan dengan 
keinginan hawa nafsu belaka, tapi juga harus berada dalam ruang lingkup 
tujuan syariat. Dengan kata lain, harus ada kaitan antara al-maṣlaḥah dan 
tujuan asy-Syāri‟. 
b. Pengertian al-maṣlaḥah terkandung dua unsur yaitu meraih manfaat dan 
terhindar dari kemudharatan.
18
 
Menurut Imam Al-Ghazālī, beliau mengemukakan bahwa pada 
prinsipnya al-maṣlaḥah yaitu  mengambil manfaat dan menolak kemudaratan 
dalam rangka menjaga dan memelihara maqāṣid asy-syarī„ah (tujuan-tujuan 
dalam syariat).
19
 
2. Teori aż-Żarī„ah 
aż-Żarī„ah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah media yang 
mengantarkan pada sesuatu.
20
 Adapun secara istilah uṣul fikih, yang 
dimaksud dengan aż-żarī„ah21 adalah suatu media atau jalan untuk sampai 
kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara‟, baik sesuatu yang bersifat 
haram ataupun yang halal.
22
 Oleh karena itu, dalam kajian ushul fikih aż-
żarī„ah dibagi menjadi dua, yaitu sadd aż-żarī„ah dan fatḥ aż-żarī„ah.23 
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sedangkan Ibnu Hazm menolaknya secara mutlak sebagai dalil hukum. Lihat Suwarjin, Ushul 
Fiqh., h. 169-170 
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Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011, h. 236. 
23
Achmad Rifai, Poligami Dalam Perspektif Kesetaraan Gender... h. 37. 
  
 
Sadd aż-żarī„ah adalah menyumbat semua jalan yang menuju kepada 
kerusakan ataupun maksiat, sedangkan fatḥ aż-żarī„ah adalah kebalikannya, 
yaitu membuka jalan yang menuju kepada kebaikan.
24
 
3. Teori Al-„Urf 
a. Pengertian Al-„Urf 
Secara bahasa, kata „urf merupakan derivasi dari kata „arafa-
ya‟rifu-„urfan, yang berarti mengetahui. Sedangkan secara terminologis 
„urf dan adat memiliki arti yang kurang-lebih cenderung sama, meski 
sebagian ahli hukum Islam ada yang membedakannya.
25
 Kata al-„Urf ini 
sendiri dalam definisi usul Fikih diartikan sebagai sesuatu yang sudah 
dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam 
urusan-urusannya.
26
 
„Urf dibedakan menjadi dua macam, yaituada yang bersifat 
perbuatan, yakni seperti saling memberi pengertian sesama (manusia) 
terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada ṣīgah 
lafẓiyah (ungkapan perkataan).  Dan juga ada „urf yang bersifat 
pemutlakan lafaẓ, seperti lafaẓ (al-walad) kepada anak laki-laki, bukan 
kepada anak perempuan.
27
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b. Kedudukan Al-„Urf dalam hukum Islam 
„Urf dapat dijadikan dalil sebagai hukum dengan memenuhi empat 
syarat: 
1) „Urf bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada 
umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. 
2) „Urf berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada 
dalam lingkungan tertentu. 
3) „Urf berlaku sebelum itu, dan tidak „urf yang datang kemudian. 
4) „Urf tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang ada.28 
„Urf ditinjau dari segi ketentuan hukumnya terbagi menjadi dua 
macam, yaitu „urf ṣaḥīḥ dan „urf fāsid.„urf ṣaḥīḥ adalah adat yang 
sudah diterima oleh hukum syara‟ dan tidak berbenturan dengan 
prinsip Islam, seperti menghidangkan jamuan waktu walimah. 
Sedangkan „urf fāsid ialah adat kebiasaan yang berlaku namun 
menyalahi aturan-aturan agama, seperti  menyuguhkan minuman keras 
waktu pesta kawin.
29
 
C. Deskripsi Teoritik 
1. Walīmah Al-„Ursy 
a. Pengertian Walīmah Al-„Ursy 
Walimah berasal dari kata ( خَٞىٗ ) artinya pesta makan30, selain itu 
juga bisa dimaknakan dengan berkumpul, hal ini karena sepasang suami-
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Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqh…, h. 74 
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istri berkumpul dalam satu pernikahan.
31
 Sedangkan al-„ursy ( ػشعىا ) 
artinya pesta perkawinan.
32
 Dalam pengertiannya walīmah al-„ursy ialah 
istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata nya berarti 
jamuan yang khusus digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan.
33
 
Walimah juga bisa diartikan sebagai perayaan yang dilaksanakan dalam 
acara tasyakuran pernikahan, dengan mendatangkan undangan para 
tetangga dan kerabatnya agar calon pengantin dikenal dan diketahui oleh 
para tetangga dan kerabatnya tersebut. Hal ini juga dapat berfungsi untuk 
lebih mempererat persatuan dan kekeluargaan di antara mereka.
34
 
Walimah al-„ursy merupakan sebuah bentuk ungkapan rasa syukur 
bagi kedua mempelai. Adanya walimah al-„ursy dalam rangkaian acara 
pernikahan memberikan kesan yang sangat luar biasa pada kedua 
mempelai, terlebih terhadap mempelai perempuan. Dalam momen 
tersebut selain untuk menginformasikan kepada khalayak ramai, juga 
berfungsi untuk mempererat jalinan silaturahmi yang terjadi antara kedua 
belah pihak keluarga mempelai. Perayaan walimah al-„ursy merupakan 
tradisi hidup yang melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab 
sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh 
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Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan disesuaikan dengan 
tuntutan.
35
 
Walimah sendiri merupakan ibadah yang disyariatkan dalam agama 
Islam.
36
 Pada umumnya pelaksanaan walimah bersamaan dengan akad 
nikah, akan tetapi ada juga yang melaksanakannya jauh setelah akad 
dilaksanakan. Biasanya jarak antara walimah dan akad tidaklah terlalu 
lama,
37
 bisa dalam hitungan minggu atau bulan setelah dilaksanakannya 
akad nikah tersebut. 
b. Dasar Hukum Walīmah Al-„Ursy 
Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimah itu 
adalah sunah mu„akad38, dan tidak ada perselisihan pendapat dalam hal 
ini
39
 berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW: 
 ٌَ َى ْٗ َ ا ب ٍَ  ِٔ ِئبَغِّ ِْ ٍِ  ٍء ْٜ َش َٚيَع ص ُّٜ ِج ْىا ٌَ َى ْٗ َا ب ٍَ  :َهَبق ٍظََّا ِْ َع
 ٍحبَِشث ٌَ َى ْٗ َا ،ََتْْٝ َص َٚيَع
40
 
Artinya: dari anas, ia berkata, Rasulullah SAW. mengadakan walimah 
dengan seekor kambing untuk istri-istrinya dan untuk zainab. 
(H.R. Bukhari dan Muslim) 
 
 ُّٜ ِج ْىا ٌَ َى ْٗ َا :َْذىَبق ُٔ َّا ََخجْٞ َش ِذْْ ِث َخ ِٞفَص ِْ َعﷺ  ِٔ ِئبَِغّ ِضَْعث َٚيَع
 ٍشْٞ ِعَش ِْ ٍِ  ِِ ْٝ  ذ َُ ِث
41
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Artinya: Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, Nabi SAW 
mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian 
istrinya dengan dua mud gandum. (HR. Bukhari) 
 
Dari dua hadis di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh 
diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu 
ditunjukkan Nabi SAW. bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan 
walimah oleh beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari 
yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit 
atau lapang.
42
 Bagi orang yang berada atau mampu, diperbolehkan 
melangsungkan walimah sampai tujuh hari berturut-turut asalkan tidak 
diikuti hal-hal yang bersifat haram, seperti makanan atau minuman 
haram.
43
 
c. Hikmah Walīmah Al-„Ursy 
Dalam hal ini, ada sebuah ungkapan yang sesuai dari pepatah arab 
yang berbunyi: “   خ ََ ْنِد ٍئَش ِّوُنِى ” artinya bagi setiap sesuatu terdapat 
hikmah nya. Begitu pula dengan walīmah al-„ursy, tentu juga memiliki 
hikmah di dalamnya. 
Adapun hikmah dari mengadakan walimah ini diantaranya adalah 
dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah 
terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di 
kemudian hari.
44
 Selain itu, walimah juga sebagai ungkapan rasa syukur 
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kepada Allah SWT. Terhadap pernikahan tersebut, juga sebagai tanda 
penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya, sebagai 
tanda resmi adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru bagi 
suami istri, dan sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
45
 
2. Mahar (Mas Kawin) Dalam Pernikahan 
a. Pengertian Mahar 
Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa 
Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendenefisikan 
mahar itu dengan, pemberian wajib berupa uang atau barang dari 
mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan 
akad nikah.
46
 
Defenisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di 
Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. 
Dalam istilah fiqih, mahar mempunyai padanan katashadaq, nihlah, 
faridhah,bahkan menurut Wahbah Zuhaili ada sekitar 10 istilah untuk 
mahar ini, tetapi dalam bahasa Indonesia cukup dengan maskawin saja.
47
 
Mahar telah disebutkan dalam Alquran surah an-Nisa‟ ayat 4. 
Mahar di nilai sebagai bagian penting dari perkawinan seorang muslim. 
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Ia diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai 
dengan kesepakatan mereka.
48
 
Mahar secara etimologi berarti Maskawin.
49
 Secara terminologi, 
mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya 
sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih 
bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang 
diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk 
benda maupun jasa.
50
 
Sementara itu, secara istilah Abdul Rahman Ghozali 
mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian yang diwajibkan bagi 
calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun 
jasa.
51
 Adapun menurut ulama Hanafiyah, mahar didefinisikan sebagai 
“harta yang diwajibkan atas suami ketika akad nikah sebagai imbalan 
dari kenikmatan seksual yang diterimanya.”52 
Dalam hukum Islam, selain term mahar
53
 ini, juga sering digunakan 
misalnya shaduqah,
54
 nihlah,
55
 faridhoh,
56
 ujur,
57
 dan yang lainnya.
58
 Di 
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Indonesia sendiri, istilah yang lebih populer dari pada mahar adalah 
maskawin. Dengan begitu, istilah mahar merupakan pemberian suami 
terhadap istri yang tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan 
kecilnya dalam alquran ataupun hadis.
59
 
b. Dasar Hukum Mahar 
Pentingnya mahar dalam pernikahan Islam, tentu memiliki 
landasan hukum didalamnya. Selain sebagai dasar yang kuat, juga 
sebagai pegangan bagi para calon suami sebagai pihak yang mempunyai 
kewajiban untuk membayar mahar kepada calon istri. Adapun dasar 
hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut: 
  
    
     
   
  
Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin 
itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. an-
Nisa‟:4)60 
 
Ayat di atas menyuruh calon suami yang hendak menikahi calon 
istrinya untuk memberikan mahar kepada calon istri sebagai pemberian 
yang wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri telah menerima 
maharnya tanpa adanya paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan 
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sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut 
tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila seorang istri memberikan 
sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak 
halal bagi suami menerima pemberian itu. Pada dasarnya agama tidak 
membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah 
diberikan kepada isterinya.
61
 Karena, Allah Swt telah berfirman di dalam 
surah An-Nisa, Allah SWT berfirman: 
  
   
  
   
    
  
   
Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, 
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara 
mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil 
kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan 
mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan 
dengan (menanggung) dosa yang nyata. (Q.S. an-Nisa‟:20)62 
 
c. Kedudukan Mahar 
Para Ulama‟ madzhab telah sepakat bahwa mahar itu wajib 
diberikan oleh suami kepada istrinya, baik secara kontan maupun 
ditangguhkan.
63
 Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa mahar 
bukanlah salah satu syarat atau rukun akad, akan tetapi merupakan suatu 
konsekuensi adanya akad. Imam Syafi‟I mengatakan bahwa mahar 
adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada 
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perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya. Karena 
mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik 
mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya 
adalah wajib.
64
 Banyak dalil tentang pensyariatan mahar dan hukumnya 
wajib, diantaranya: 
  
    
     
   
  
Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kalian 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari 
maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) 
pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 
akibatnya.(QS. An-Nisa‟: 4)65 
 
Imam Ibn Jarir at-Thabary dalam kitab tafsirnya menjelaskan asbab 
annuzul ayat di atas. Bahwa sebelum ayat ini diturunkan, apabila ada 
seorang bapak menikahkan anak perempuannya, atau kakak laki-laki 
menikahkan adik perempuannya, maka mahar dari pernikahan tersebut 
diambil dan dimiliki oleh sang ayah atau kakak laki-laki tersebut, bukan 
oleh si perempuan yang dinikahi. Lalu Allah melarang hal tersebut dan 
menurunkan ayat di atas.
66
 
Selain itu, ayat 24 surah An-Nisa juga menjelaskan tentang 
kewajiban mahar ini: 
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Hamim Kusuma, Makalah Mahar Pernikahan, http://excellent165.blogspot.com, 
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…   
   
    
   
   
    
     
Artinya: ...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara 
mereka, berikanlah kepada mereka  maharnya (dengan 
sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi 
kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, 
sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa‟: 24) 
 
Selain Alquran, hadis juga banyak menjelaskan masalah mahar ini. 
Bahkan, dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa: 
 ِِ ْث ِو ْٖ َع ِْ َع ، ًٍ ِصبَد َِٜثأ ِْ َع ، َُ َبْٞفُع ِْ َع ،  عِٞم َٗ  َبَْث ذَد ،َْٚٞذَٝ بََْث ذَد
 :ٍوُجَشِى َهَبق ٌَ  يَع َٗ  ِٔ ْٞ َيَع ُالله  ٚيَص  ٜ ِج ْىا  ُ َأ ،ٍذْعَع ٌٍ َربَخِث ْ٘ َى َٗ  ْج  ٗ ََضر
 ٍذِٝذَد ِْ ٍِ  
 
 Artinya: “Kawinlah engkau sekalipun dengan maskawin cincin dari 
besi”.(HR. Bukhori) 
 
Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang 
sedikit. Hal ini juga diperkuat oleh praktik Nabi, bahwa dalam 
pernikahannya selalu menggunakan mahar. Menurut peneliti, 
berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi tentang ini, maka 
teranglah bahwa mahar memiliki peran yang besar dalam menentukan 
keabsahan pernikahan. 
UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak 
mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan, namun Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) (Inpres no. 1/1991) mengatur mahar secara panjang 
  
 
lebar dalam pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 yang hampir 
keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama.
67
 
d. Macam-macam Mahar 
Dalam ilmu fikih, ulama sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, 
yaitu mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan)
68
 yaitu: 
1) Mahar Musamma 
Mahar musamma ialah  mahar  yang  disebutkan  bentuk,  wujud  
atau nilainya secara jelas dalam akad. Inilah mahar yang umumnya 
berlaku dalam suatu perkawinan.
69
 Para ulama bersepakat bahwa 
dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara utuh 
apabila: 
a) Telah bercampur (bersenggama/berhubungan suami istri) 
b) Salah satu, baik suami atau istri meninggal dunia. Demikian 
menurut ijma‟.70 
Mahar musamma terbagi kepada dua, yaitu : 
a) Mahar mu‟ajjal 
Adapun yang dimaksud dengan mahar mu‟ajjal ialah mahar 
yang segera diberikan kepada istrinya. Sunah hukumnya 
memberikan maskawin kepada istri dengan segera.
71
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b) Mahar Mu-ajjal 
Mahar muajjal adalah mahar yang ditangguhkan 
pemberiannya kepada istri. Ulama fikih sepakat bahwa dalam 
pelaksanaannya, wajib hukumnya membayar mahar musamma 
apabila: 
(1). Telah terjadi dukhul antara suami istri. Tentang hal ini 
dijelaskan dalam Alquran surat (An-Nisa‟4:20) yang artinya dan 
jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , 
sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara 
mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil 
kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan 
mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan 
dengan (menanggung) dosa yang nyata. 
(2). Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut 
Ijma‟. 
(3). Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila 
suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak 
dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya 
mahramnya sendiri.  
2) Mahar Mitsil (sepadan) 
Mahar Mitsil (sepadan) ialah mahar yang tidak disebut besar 
kadarnya baik pada saat sebelum ataupun ketika pernikahan 
  
 
dilangsungkan. Mahar mitsil hukumnya wajib bagi sang suami jika 
terjadi dalam keadaan berikut: 
a) Mahar tidak disebutkan kadarnya ketika akad, kemudian suami 
bercampur dengan isteri maka suami wajib membayar mahar 
mitsil, atau isteri meninggal sebelum bercampur dengan suami. 
Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Mas‟ud yang 
dalam masalah ini ia berkata bahwa bagi perempuan yang 
ditinggal mati oleh suaminya sebelum disenggamai ia berhak 
mendapat mahar seperti perempuan yang lain (mahar mitsil). 
b) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah 
bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya rusak karena 
sesuatu. 
  
 
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian 
1. Kerangka pikir 
Penelitian ini berjudul “Penggunaan mahar sebagai sumber 
pembiayaan walimah al-„ursy di kota Palangka Raya”. Dapat dipahami 
bahwa mahar merupakan suatu pemberian yang wajib dari seorang laki-laki 
kepada calon isterinya saat akan melangsungkan sebuah pernikahan. 
Pemberian mahar dari suami kepada isteri dapat dilambangkan sebagai 
kesungguhan suami terhadap isterinya. Selain itu, hal ini juga 
mencerminkan adanya ikatan kasih sayang dan kesediaan suami untuk hidup 
bersama isteri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga 
dan keluarga.Mahar juga merupakan sebuah penghormatan seorang suami 
terhadap isteri. 
Mahar memang hak mutlak seorang isteri, namun begitu bukan berarti 
bahwa mahar hanya terbatas pada barang yang diperuntukkan bagi isteri 
saja layaknya perhiasan, dalam penggunaannya sendiri bisa saja dipakai 
untuk hal-hal lain seperti pembiayaan walimah atau kepentingan dan 
keperluan lainnya, tentu dalam hal ini harus ada syarat dan ketentuannya 
seperti adanya izin dan keridaan dari sang istri dalam penggunaannya. 
Dari penjelasan di atas menjadi suatu dasar dalam mencari data di 
lapangan mengenai Penggunaan mahar sebagai sumber pembiayaan 
walimah al-„ursy di kota Palangka Raya yang mana lebih jelasnya peneliti 
tuangkan dalam bagan sebagai berikut: 
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KERANGKA PIKIR 
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2. Pertanyaan Penelitian 
Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Latar belakang terjadinya mahar yang digunakan sebagai pembiayaan 
walimah: 
1) Apa pengertian mahar? 
2) Bagaimana dasar hukum mahar? 
3) Apa yang melatarbelakangi mahar digunakan sebagai pembiayaan 
walimah? 
4) Bagaimana proses pelaksanaannya? 
5) Apa tujuan dan manfaat digunakannnya mahar sebagai pembiayaan 
walimah? 
b. Pandangan orangtua mempelai dan masyarakat tentang mahar: 
1) Bagaimana pandangan orangtua mempelai mengenai konsep mahar? 
2) Apakah orangtua mempelai mengetahui tentang kegunaan mahar? 
3) Bagaimana pandangan orangtua mempelai mengenai mahar yang 
digunakan untuk biaya resepsi pernikahan walimah al-„ursy? 
4) Bagaimana pelaksanaan terhadap mahar dalam pernikahan yang 
maharnya dipergunakan? 
c. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar untuk biaya resepsi 
pernikahan walimah al-„ursy: 
 
 
  
 
1) Bagaimana konsep mahar dalam Islam? 
2) Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai mahar yang digunakan 
untuk biaya resepsi pernikahan walimah al-„ursy?  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam sebuah karya tulis ilmiah harus memiliki kebenaran. Kebenaran 
ilmiah harus dapat dilihat dari sisi bahwa ia sesuai dengan fakta dan aturan, 
objektif, masuk akal dan memiliki asumsi-asumsi.
72
 Oleh karena itu, kebenaran 
ilmiah harus sesuai dengan aturan, yang hal ini bearati harus memiliki metode. 
Dalam tahapan ini, metode memiliki peran penting dalam sebuah karya ilmiah. 
Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan pengaturan atau 
pemeriksaaan sesuatu,
73
 sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karya ilmiah 
dalam bentuk penelitian selalu menggunakan metode. Karena metode merupakan 
sebuah instrument penting agar penelitian itu bisa terlaksana dengan rasional dan 
terarah, sehingga tercapai hasil yang maksimal. Peranan metode juga untuk 
memahami dan mengolah inti dari objek penelitian.
74
 Disamping juga dapat 
mempermudah penelitian.Oleh karena itu agar data yang didapat peneliti akurat 
dan tepat sasaran, maka peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai 
berikut: 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian tentang 
penggunan mahar sebagai sumber pembiayaan walīmah al-„ursy di kota 
Palangka Raya ini membutuhkan waktu selama enam bulan lamanya, 
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terhitung sejak diterimanya judul. Berikut ini kegiatan penelitian dalam 
bentuk tabel: 
Tabel 3.1 
Kegiatan Penelitian 
No Kegiatan Tanggal 
1. Penerimaan judul proposal Februari 2018 
2. Seminar proposal skripsi Agustus 2018 
3. Pengumpulan dan analisis data September 2018 – Maret 2019 
Dari tenggat waktu tersebut, Peneliti merasa bahwa waktu penelitian 
ini telah cukup untuk melakukan wawancara dan dokumentasi kepada 
subjek penelitian. 
2. Tempat Penelitian 
Penelitian ini bertempat di Kecamatan Jekan Raya,Kota Palangka 
Raya Kalimantan Tengah dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ditemukan pada keluarga  
muslim di Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya. 
b. Datanya yang diperlukan dan memungkinkan untuk digali berada di Kec. 
Jekan Raya, Kota Palangka Raya. 
c. Bahwa tempat penelitian ini berada di Kec. Jekan Raya, dengan 
penduduk terbanyak diantara kecamatan lainnya.
75
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B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian tentang penggunan mahar sebagai sumber pembiayaan 
walīmah al-„ursy di kota Palangka Raya ini dikategorikan sebagai penelitian 
lapangan (field research). Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang 
datanya bersumber dari objek penelitian terhadap masyarakat atau 
komunitas sosial, secara langsung di daerah penelitian.
76
 Penelitian ini 
bersifat empiris dan merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan tidak 
hanya sekedar memaparkan karakteristik tertentu, tetapi juga menganalisa 
dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu terjadi. Data-data tersebut 
selanjutnya dianalisis menurut perspektif hukum Islam.
77
 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, yang mana dengan 
pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti 
dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang 
biasa dalam studi tertentu.
78
 Pendekatan ini menggambarkan data dan fakta 
secara apa adanya tentang latar belakang yang terjadi pada masyarakat 
muslim yang menggunakan mahar sebagai sumber pembiayaan walīmah al-
„ursy di Kota Palangka Raya. 
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Terkait dengan pendekatan penelitian tersebut di atas, dalam 
melakukan penelitian ini peneliti mencatat keterangan dan peristiwa yang 
terjadi dalam fokus penelitian.
79
  Selain menggunakan pendekatan kualitatif, 
peneliti juga menggunakan pendekatan sosioligi dan uṣūl al-fiqh. 
Pendekatan sosiologi merupakan suatu landasan kajian bagi sebuah studi 
atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Dalam 
ilmu sosial tidak mudah membuat garis pemisah yang tegas antara disiplin 
ilmu yang satu dengan lain. Sehingga adanya kesan tumpang tindih sering 
kali tidak dapat dihindari, termasuk juga dalam memahami kajian sosial 
antropologi. Sosiologi berusaha mamahami hakikat masyarakat dalam 
kehidupan berkelompok, baik struktur, dinamika, institusi, dan interaksi 
sosialnya. Antropologi berusaha memahami perilaku manusia (antropos) 
sesuai latar belakang kepercayaan dan kebudayaannya secara manusia 
(humaniora).
80
 Sedangkan pendekatan uṣūl al-fiqh yang digunakan dalam 
penelitian ini lebih berorientasi pada kemaslahatan dan aż-żarī„ah dan „urf.81 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang istri yang maharnya 
digunakan untuk pembiayaan walīmah al-„ursy ditambah dengan dua orang 
informan; satu dari orang tua mempelai yang menikahkan anaknya dan satu 
lagi dari tokoh masyarakat setempat. 
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Adapun yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah Mahar 
yang dipergunakan untuk membiayai resepsi pernikahan atau walīmah al-„ursy 
di kota Palangka Raya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Guna  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini, peneliti menggunakan 
metode sebagai berikut :  
1. Wawancara 
Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 
bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. 
Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terpimpin, ini akan 
memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam 
menganalisa untuk mengambil keputusan/kesimpulan. Di samping itu juga 
menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan 
diperolehnya data secara mendalam. 
Melalui teknik ini, peneliti mewawancarai para subjek yaitu dua orang 
istri yang maharnya digunakan sebagai sumber pembiayaan walīmah al-
„ursy untuk digali lebih mendalam mengenai digunakannya mahar tersebut. 
2. Dokumentasi 
Yaitu teknik pengumpulan data primer atau sekunder yang berkaitan 
dengan masalah dan tujuan penelitian.
82
 Data yang diperoleh dari teknik 
dokumentasi ini adalah Gambar umum lokasi penelitian, Foto-foto subjek, 
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hasil rekaman, baik berupa rekaman suara maupun video pada saat 
melakukan wawancara dengan subjek penelitian maupun informan. 
E. Pengabsahan Data 
Pengabsahan data ialah sesuatu yang menjamin semua data yang didapat 
telah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan benar-benar terjadi di 
masyarakat.
83
 Meoleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif 
berpendapat bahwa untuk memperoleh suatu keabsahan data diperlukan 
Teknik Triangulasi. Triangulasi ialah salah satu dari sekian banyak teknik 
dalam pemerisaan keabsahan bahan atau dan data hukum yang terkumpul.
84
 
Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber data yaitu 
membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi 
melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Tekhnik ini 
untuk menjamin kebenaran dan kepastian data tersebut.
85
 
F. Analisis Data 
Analisis dalam penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena 
dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam 
memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Setelah 
data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data 
tersebut. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 
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mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.
86
 
Dalam menganalisis suatu persoalan hukum Islam, maka penelitian ini tidak 
dapat lepas dari penggunaan ushul fikih. Selain menggunakan ushul fikih, 
penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data 
yang terkumpul Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh 
karena itu, analisis deskriptif ini dimulai dari teknik klasifikasi data. Dengan 
adanya metode deskriptif kualitatif, maka ada beberapa langkah yang dapat 
ditempuh untuk memproses analisis data. Langkah-langkah tersebut adalah: 
1. Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data 
dari sumber sebanyak mungkin yang bisa didapat mengenai penelitian  
Penggunaan mahar sebagai pembiayaan walīmah al-„ursy di kota Palangka 
Raya. 
2. Data Reduction (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian 
tentang Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan 
data dari sumber sebanyak mungkin yang bisa didapat mengenai 
Penggunaan mahar sebagai pembiayaan walīmah al-„ursy di kota Palangka 
Raya. Setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau 
kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam 
pembahasan. 
3. Data Display (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian 
tentang Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan 
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data dari sumber sebanyak mungkin yang bisa didapat mengenai 
Penggunaan mahar sebagai pembiayaan walīmah al-„ursy di kota Palangka 
Raya, dipaparkan oleh peneliti secara ilimiah dengan tidak menutup-nutupi 
kekurangannya. 
4. Data Conclousions Drawing/Verifying atau penarikan kesimpulan dan 
verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan 
data) dan display data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat 
dari penelitian Penggunaan Mahar Sebagai Pembiayaan walīmah al-„ursy di 
Kota Palangka Raya ini tidak menyimpang dari data yang dianalisis.
87
 
Setelah melakukan beberapa tahapan di atas, penelitian ini di pandang 
sangat penting dianalisis melalui hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud 
adalah analisis melalui teor-teori ushul fikih. Teori-teori tersebut adalah al-
maṣlaḥah, aż-żarī„ah, dan „urf.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
A. Gambaran Umum Palangka Raya 
1. Sejarah Kota Palangka Raya 
Jauh sebelum Indonesia merdeka, Masyarakat Dayak (Masyarakat 
Asli) yang tinggal di daratan Kalimatan terutama daerah Kalimantan Tengah 
menginginkan daerah otonom tersendiri sehingga pada masa  kemerdekaan 
yakni pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Komperensi Meja Budar 
(KMB) pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah Republik Serikat (RIS) 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 yang 
menetapkan pembagian wilayah RIS atas 10 Provinsi (Provinsi 
Administratif). Satu diantara adalah Provinsi Kalimantan yang meliputi 3 
(Tiga) Keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan dan Keresidenan Kalimantan Timur.
88
 
Sejak tahun 1952 mulai muncul tuntutan dari rakyat di 3 (tiga) 
Kabupaten yakni Kapuas, Barito, dan Kotawaringin, agar ketiga Kabupaten 
tersebut dibentuk menjadi Provinsi otonom dengan nama Provinsi 
Kalimantan Tengah. Tuntutan tersebut terus menggelora dan disampaikan 
baik kepada Pemerintah Daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintahan  
Pusat melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi 
kemasyarakatan yang ada. Sehingga para masyarakat dari ketiga Kabupaten 
tersebut mulai membentuk Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah 
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(PPHRKT) yang bertempat di Banjarmasin dan dipimpin oleh  C.C. Brahim 
sebagai ketua umum dan J.M. Nahan sebagai Sekretaris Umum.
89
 
Kemudian pada tanggal 3 Agustus 1954 Panitia Penyalur Hasrat 
Rakyat  Kalimantan Tengah yang berada di Sampit  mengeluarkan 
pernyataan berisi penegasan tentang dasar tuntutan Kalimantan yang dibagi 
4 Provinsi  yang ditanda tangani  oleh ketua, wakil ketua dan penulis 
masing-masing Paul Alang, Tijel Djelau dan Eddy Jacob.
90
 
Selain Panitia Penyalur Hasrat Kaliamantan Tengah, Serikat 
Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) setahun  sebelumnya melangsungkan 
Kongres di Bahu Palawa tanggal 15 sampai 22 Juli tahun 1953 dan 
mengeluarkan  Mosi Nomor  1/kong/1953 yang disampaikan  kepada 
Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia, Gubernur  
Kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan yang pada intinya mendesak 
agar 3 (tiga) Kabupaten yakni Barito, Kapuas dan Kotawaringin disatukan 
menjadi Provinsi Kalimantan Tengah akan tetapi menjadi Provinsi 
Kaliamantan Tengah belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun 
Parlemen.
91
 
Akhirnya ketika sidang Parlemen DPR RI yang diadakan di Jakarta, 
disetujui dan disepakatilah RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan 
disahkan menjadi Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 dan diberlakukan 
maka Kalimantan dibagi menjadi 3 Provinsi Kalimantan yakni Kalimantan 
Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan  Undang-
                                                 
89
Tim Penulis, Sejarah Kota…, h. 2. 
90
Tim Penulis, Sejarah Kota…, h. 3. 
91
Tim Penulis, Sejarah Kota…, h. 3. 
44 
 
 
 
undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut hanya menyatakan bahwa 
Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi otonom selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Sebelumnya akan dibentuk terlebih 
daerah Keresidenan sebagai persiapan.
92
 
Masyarakat Kalimantan Tengah merasa kurang puas dan tetap 
mendesak kepada Pemerintah Pusat agar  melakukan pembentukan  Provinsi 
Kalimantan  Tengah segera direalisasikan. Disamping itu juga tuntutan ini 
ikut menimbulkan gerakan bersenjata dan perjuangan secara politis. 
Masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai kelompok melaksanakan 
Kongres Rakyat Kalimantan Tengah  dan melahirkan resolusi  yang ingin 
mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk  menjadikan Provinsi 
Kalimantan Tengah. Untuk menindak lanjuti keputusan Kongres tersebut 
maka dibentuk  Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dan mengirim utusannya  
menhadap Gubernur Kalimantan yakni R.T.A Milono yang mana 
selanjutnya Gubernur bersama utusan Dewan Rakyat Kalimantan Tengah 
menghadap Pusat dan menyampaikan keputusan tuntutan Kongres Rakyat 
Kalimantan Tengah. Akhirnya setelah melakukan pertemuan, maka pada 
tanggal 10 Desember 1956. Ketua Koordinasi Keamanan Daerah 
Kalimantan atau Gubernur Kalimantan menyampaikan pengumuman 
Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah-daerah Kabupaten Barito, Kapuas 
dan Kotawaringin telah tercapai.
93
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Sejarah terbentuknya Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan 
bagian dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 
berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku 
mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang 
Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan tengah. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia 
tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, 
yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima 
Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.
94 
Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 dan Surat 
Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 
1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat 
dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke 
Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.
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Pada saat itu Kecamatan Kahayan Tengah mengalami peningkatan 
secara bertahap, terlebih lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai 
Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri 
Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan 
ke Bukit Rawi.
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2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya 
Penelitian yang dilakukan ini bertempat di kota Palangka Raya. Secara 
umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah kota yang 
mempunyai 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan, dan 
wajah hutan. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota 
Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu sebesar 
2.687,51 KM
2 
.
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Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113˚30`- 114˚07` 
Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` LintangSelatan, dengan luas wilayah 2.678,51 
Km
2
 (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan 
berbukitdengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota 
Palangka Raya berbatasan dengan: 
Sebelah Utara  : Kabupaten Gunung Mas 
Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas 
Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau 
Sebelah Barat   : Kanupaten Katingan 
Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu 
Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau,Kecamatan Jekan Raya, 
Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.Yang mana 5 (lima) 
kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu : 
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a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan 
Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang 
Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang. 
b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu 
Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan 
Kelurahan Petuk Katimpun. 
c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan 
Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, 
Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan 
Bereng Bengkel. 
d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu 
Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, 
Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan 
Kelurahan Habaring Hurung. 
e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan 
Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung 
Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan 
Bukit Sua.
98
 
Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan 
penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk 
(per Km²) Kota Palangka Raya Tahun 2016 
No. Kecamatan 
Luas Wilayah 
(Km²) 
Jumlah 
Penduduk 
(Jiwa) 
Kepadatan 
Penduduk 
(Jiwa/Km²) 
1. Pahandut 119,41 93 894 786 
2. Sabangau 641,47 17 398 27 
3. Jekan Raya 387,53 139 312 359 
4. Bukit Batu 603,16 13 749 23 
5. Rakumpit 1 101,95 3 404 3 
Palangka Raya 2 853,52 267 757 61 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2017 
Pada setiap Kecamatan di Kota Palangka Raya terdapat Kantor 
Urusan Agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut beralamat di 
Jalan Wahidin Sudiro Husudo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan 
Raya di Jalan Rinjani Bukit Hindu, Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sabangau di Jalan Mahir Mahar Km. 17 Kalampangan, Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Bukit Batu di Jalan Tjilik Riwut Km. 33 Tangkiling, dan 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit di Jalan Tumbang Talaken 
Km. 52,5 Petuk Bukit.
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Kemudian di Kota Palangka Raya terdapat satu Pengadilan Agama 
yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 2, dan di Kota 
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Palangka Raya terdapat dua Perguruan Tinggi Islam, yakni Universitas 
Muhammadiyah Palangka Raya yang beralamat di Jalan RTA Milono Km. 
1,5 dan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang beralamat di Jalan 
G. Obos Komplek Islamic Center.
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B. Gambaran Subjek penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua subjek dan dua orang 
sebagai informan tambahan untuk memperkuat keterangan para subjek. 
Keempat orang ini dijadikan narasumber untuk diwawancarai agar 
mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab semua rumusan 
masalah dalam penelitian ini. Dari keempat narasumber tersebut dua 
diantaranya adalah terdiri dari dua orang istri yang maharnya digunakan 
sebagai pembiayaan walīmah al-„ursy di Kota Palangka Raya dan dua sisanya 
diambil dari masyarakat, terutama dari orangtua mempelai yang menikahkan 
anaknya. Adapun profil dua orang subjek sebagai berikut: 
1. SUBJEK PERTAMA 
Nama Inisial : KW 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Pekerjaan : Pegawai 
Alamat  : Jl. Kerinci No. 12 
2. SUBJEK KEDUA 
Nama Inisial : MZ 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Pekerjaan : Ibu rumah tangga 
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Alamat  : Jl. Cilik Riwut KM 8 
Adapun profil dua orang informan sebagai berikut: 
1. INFORMAN PERTAMA 
Nama Inisial : SY (Orangtua) 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Alamat  : - 
2. INFORMAN KEDUA 
Nama Inisial : MK (Masyarakat) 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Pekerjaan : Swasta 
Alamat  : Jl. Mendawai I ujung 
C. Hasil Wawancara dengan Subjek 
Hasil wawancara tentang penggunaan mahar sebagai pembiayaan 
walīmah al-„ursy di kota Palangka Raya diuraikan berdasarkan hasil 
wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan. Pada hasil wawancara ini 
dipaparkan secara berurutan pada 3 (tiga) fokus masalah yaitu latar belakang 
terjadinya penggunaan mahar sebagai pembiayaan walīmah al-„ursy, 
pandangan masyarakat mengenai mahar yang digunakan sebagai pembiayaan 
walīmah al-„ursy, dan pandangan hukum Islam terhadap penggunaan mahar 
untuk biaya resepsi pernikahan walimah al-„ursy di kota Palangka Raya. 
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Adapun uraian hasil wawancara yang dimaksud ialah sebagai berikut: 
1. SUBJEK PERTAMA 
Subjek pertama dalam penelitian ini adalah KW, beliau adalah 
mempelai perempuan yang memepergunakan uang maharnya untuk 
keperluan walimah al-„ursy. Bekerja sebagai seorang pegawai di sebuah 
instansi pemerintah dan tinggal di kecamatan jekan raya Jl. Kerinci no 12. 
Wawancara ini dilakukan pada hari jumat tanggal 28 September 2018, 
pukul 18.20 WIB setelah sebelumnya peneliti pernah berbincang-bincang 
kepada subjek mengenai permasalahan terkait digunakannya mahar sebagai 
biaya walimah ini, atau lebih tepatnya peneliti memastikan dan melakukan 
kroscek tentang digunakannya mahar sebagai pembiayaan walimah (pesta 
pernikahan) yang dilakukan oleh pasangan ini. 
Peneliti mewawancarai langsung kepada KW selaku istri yang 
menggunakan maharnya sebagai pembiayaan walimah al-„ursy yang pada 
saat itu sedang didampingi oleh suami (BM). Dalam hal ini peneliti terlebih 
dahulu menanyakan tentang pengertian mahar berdasarkan apa yang mereka 
ketahui. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada pertanyaan 
penelitian. Adapun jawaban subjek adalah sebagai berikut: 
Mahar itu adalah maskawin yang dikasih oleh pihak laki-laki atau 
keluarganya untuk pihak perempuan. Biasanya pemberiannya juga 
atas kesepakatan kedua pihak atau bisa juga agar tidak memberatkan, 
mahar tersebut adalah tergantung dari kemampuan pihak keluarga 
laki-laki. Dan mahar itu hakikatnya ialah hak milik si mempelai 
wanita. 
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Selanjutnya peneliti menanyakan tentang dasar maupun alasan  
digunakannya mahar tersebut untuk walimah, dan subjek menjawab seperti 
berikut: 
Alasannya karena walimah itu kan acara saya juga, untuk kepentingan 
saya. Jadi atas keridhaan dan keikhlasan saya pribadi, saya rela jika 
digunakan untuk biaya walimah. Dengan keyakinan, bahwa Allah 
akan memberikan keberkahan dalam kehidupan pernikahan saya Insya 
Allah. 
 
Kemudian peneliti juga menanyakan tentang bagaimana proses 
pelaksanaannya, dan subjek menjawab: 
Pelaksanaannya, saat persyaratan mahar tersebut untuk digunakan 
sebagai biaya walimah. Dihadapan orangtua, saya mengucapkan 
ucapan penyerahan secara lisan kepada orangtua. “bapak, mama, ini 
uang mahar ulun, ulun serahkan, ikhlas dan ridho untuk digunakan 
sebagai pembiayaan acara walimah”. 
 
Adapun pertanyaan terakhir, peneliti menanyakan tentang tujuan dan 
manfaat digunakannya mahar tersebut untuk membiayai walimah atau pesta 
pernikahan. Dan jawaban subjek sebagai berikut: 
Tujuannya adalah untuk membantu orangtua atau meringankan 
pembiayaan walimah, Agar tidak memberatkan orangtua dalam 
pembiayaannya. 
 
Manfaatnya yaitu dapat membantu meringankan tanggungan biaya 
walimah yang cukup besar dan tidak membebankan pada pihak suami 
dengan tambahan dana lagi untuk biaya walimah seperti uang jujuran 
atau seserahan secara terpisah. 
 
2. SUBJEK KEDUA 
Subjek kedua adalah MZ beliau adalah seorang ibu rumah tangga 
sekaligus istri yang maharnya dipergunakan untuk keperluan biaya walimah 
al-„ursy. Bertempat tinggal di Jl. Cilik Riwut KM 8 bersama suami dan 
anaknya. 
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Pada hari senin tanggal 15 oktober 2018 pukul 09.40 WIB peneliti 
melakukan wawancara kepada MZ yang juga menggunakan maharnya 
sebagai pembiayaan untuk walimah al-„ursy.  Dalam wawancara ini peneliti 
menggali data yang memang dibutuhkan dalam melakukan analisis. adapun  
dari data yang telah digali ini bahwa subjek menjawab beberapa pertanyaan 
yang diajukan peneliti, yang pertama peneliti menanyakan mengenai 
pengertian mahar berdasarkan apa yang mereka ketahui, subjek 
mengatakan: 
Amun menurut yang kami tahu mahar ni iaitu apa yang dibarikan oleh 
pangantin nang lalakian gasan pangantin nang babinian sebagai tanda 
bukti menikahinya dan bahwa babujuran serius untuk bakaluarga. 
 
Terjemahan: 
 
Berdasarkan apa yang kami ketahui mahar itu adalah suatu pemberian 
dari suami kepada istri sebagai tanda bukti menikahinya (istri) dan 
serius dalam membangun sebuah keluarga bersamanya. 
 
Selanjutnya peneliti menanyakan tentang dasar maupun alasan  
digunakannya mahar tersebut untuk walimah, dan jawaban subjek seperti 
berikut: 
Kami jadi mamakai mahar gasan bearuhan ni olehnya bahari duitnya 
kada banyak jua dan kekurangan. Jadi mau kada mau ai tapakai mahar 
tu tadi gasan mearuhi pengantenan kami. 
 
Terjemahan: 
 
Alasan kami memakai mahar untuk biaya walimah ini dikarenakan 
uang biaya walimah tersebut tidaklah banyak dan kekurangan, 
sehingga mau tak mau kami harus menggunakan uang mahar tersebut 
untuk membiayai walimah kami. 
 
Kemudian peneliti juga menanyakan tentang bagaimana proses 
pelaksanaannya, dan subjek menjawab: 
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Waktu itu tu lakiku baucap di hadapan panghulu dengan menyambat 
mahar sebesar Rp.18.750.000 dibayar tunai dan disahkan oleh saksi-
saksi nang hadiran disitu. Kemudian behalat beberapa minggu pas 
handak beacaraan duitnya kurang, sehingga tepaksa ai kami pakai duit 
mahar tu dahulu. 
 
Terjemahan: 
 
Waktu itu suami saya mengucapkan akad dihadapan penghulu dengan 
menyebutkan uang mahar sebesar Rp. 18.750.000 yang dibayar tunai 
dan disahkan oleh para saksi yang hadir saat itu. Kemudian selang 
beberapa minggu kemudian saat akan melaksanakan walimah uangnya 
kekurangan, sehingga dengan terpaksa kami memakai uang mahar 
tersebut. 
 
Selanjutnya peneliti menanyakan tentang tujuan digunakannya mahar 
untuk pembiayaan walimah, jawaban subjek: 
Tujuannya tu iya supaya kawa manutupi kekurangan kami pas 
bearuhan semalam itu tu. Supaya kada tahutang jua lawan orang 
biaram sudah mamakai duit mahar tu dulu pehadangan. 
 
Terjemahan: 
Tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan dalam melaksanakan 
walimah waktu itu. Supaya tidak berhutang kepada orang lain 
meskipun harus memakai uang mahar untuk sementara. 
 
dan yang terakhir peneliti menanyakan tentang manfaat dari proses 
digunakannya mahar tersebut untuk walimah atau pesta pernikahan. Dan 
jawaban subjek sebagai berikut: 
lamunnya manfaat tu iya kaya tadi tu pang sudah, supaya kada 
tahutang kewadah urang ja, wan jangan menyupani kaluarga sampai 
tahutang-hutang mearuhi pangantinan, biar saadanya ja kita tu asal 
kada tahutang, iya am sudah. 
 
 
Terjemahan: 
 
Kalau manfaatnya ialah seperti tadi, supaya tidak berhutang sama 
orang lain. dan jangan membuat malu keluarga dengan berhutang 
untuk mengadakan walimah, meskipun ala kadarnya (sederhana) lebih 
baik daripada berhutang untuk mengadakan walimah. 
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Berikut adalah hasil wawancara dengan informan I dan II: 
1. INFORMAN I 
 
Wawancara ini dilakukan kepada SY, pada hari minggu tanggal 7 
Oktober 2018. Yang mana SY adalah orangtua mempelai dari BM, Selaku 
orangtua yang menikahkan anaknya. Peneliti memberikan beberapa 
pertanyaan sebagai berikut: 
Untuk pertanyaan pertama peneliti mencoba menanyakan kepada ST 
tentang bagaimana pandangannya terkait konsep mahar yang dipahami, 
adapun SY sebagai orang tua mempelai yang menikahkan anaknya 
menjawab sebagai berikut: 
Mahar itu adalah hadiah dari laki untuk bini, bisa bentuknya barang, 
bisa duit, atau apapun yang dianggap bernilai bisa dipakai untuk 
mahar. 
 
Setelah pertanyaan pertama dijawab, kemudian peneliti menanyakan 
kepada SY, apakah dia mengetahui manfaat atau kegunaan dari adanya 
mahar tersebut. SY menjawab sebagai berikut: 
Mahar itu bisa dipakai untuk keperluan mereka selama ada 
kesepakatan, mau diapakan itu tidak masalah. 
 
Kemudian peneliti bertanya lagi tentang bagaimana pandangannya 
mengenai mahar yang dipergunakan untuk biaya resepsi pernikahan 
walīmah al-„ursy. SY pun menjawab sebagai berikut: 
Iya mahar itu boleh saja dipakai untuk biaya resepsi, mahar itu untuk 
anak kami. Kalau mereka mau menggunakannya untuk membiayai 
resepsi pernikahan itu tidak apa-apa saja. 
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 Sebagai penutup dipertanyaan terakhir peneliti menanyakan tentang 
bagaimana pelaksanaan mahar yang dipergunakan untuk walimah, apakah 
digunakan semuanya atau sebagian saja. SY menjawab: 
itu sudah jelas tidak digunakan semuanya, hanya sebagiannya saja 
yang digunakan, sisanya untuk mereka gunakan terserah mereka. 
 
2. INFORMAN II 
 
Wawancara ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 
pukul 12.10 WIB kepada MK. MK adalah salahsatu masyarakat yang kenal 
dan cukup akrab dengan keluarga MZ. Beliau lah yang sudah membantu 
peneliti dalam mencari subjek yang akan diteliti. Mengenai mahar yang 
dipergunakan untuk biaya resepsi pernikahan walīmah al-„ursy, peneliti 
bertanya kepada MK dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 
Pertama peneliti mencoba menanyakan kepada MK tentang 
bagaimana pandangannya terkait konsep mahar yang dipahami, MK 
menjawab sebagai berikut: 
Mahar adalah harta pemberian suami kepada istrinya pada saat 
pernikahan. 
 
Setelah pertanyaan pertama dijawab, kemudian peneliti menanyakan 
kepada MK, apakah dia mengetahui manfaat atau kegunaan dari adanya 
mahar tersebut, dan MK menjawab sebagai berikut: 
Untuk diberikan kepada istri, untuk dia pakai atau gunakan. Baik itu 
untuk dirinya sendiri, keluarga, atau orang lain. 
 
Kemudian peneliti bertanya lagi tentang bagaimana pandangannya 
mengenai mahar yang dipergunakan untuk biaya resepsi pernikahan 
walīmah al-„ursy. MK pun menjawab sebagai berikut: 
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Saya kurang tahu hukumnya, tapi menurut saya mungkin boleh saja 
dipergunakan untuk hal itu, selama yang bersangkutan ikhlas saja dan 
tidak mempermasalahkannya. 
 
Kemudian dipertanyaan terakhir peneliti menanyakan tentang 
bagaimana pelaksanaan mahar yang dipergunakan untuk walimah, apakah 
digunakan semuanya atau sebagian saja. MK menjawab: 
Sepertinya itu tergantung kesepakatan dari yang bersangkutan saja 
mau menggunakannya seperti apa atau sebanyak apa. kembali lagi 
selama mereka saling iklas saya rasa tidak jadi masalah. 
 
D. Hasil Analisis 
Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang digali 
dan didapat sebagaimana permasalahan yang ada pada rumusan masalah. 
Analisis ini membahas secara berurutan pada 3 (tiga) fokus masalah yaitu latar 
belakang terjadinya mahar yang digunakan sebagai pembiayaan walīmah al-
„ursy, pandangan masyarakat tentang mahar, pandangan hukum Islam terhadap 
penggunaan mahar untuk biaya resepsi pernikahan walimah al-„ursy. Adapun 
uraian analisis dimaksud sebagai berikut: 
1. Latar Belakang Terjadinya Mahar Yang Digunakan Sebagai 
Pembiayaan Walīmah Al-‘ursy: 
Sebelum peneliti menganalisis data yang melatarbelakangi terjadinya 
masalah di atas, terlebih dahulu peneliti mengulang kembali apa yang 
dimaksud dengan mahar dan apa yang dimaksud dengan jujuran di dalam 
masyarakat Banjar agar perbedaan keduanya terasa lebih jelas. Pertama, 
mahar adalah maskawin yang diberikan pihak lelaki (calon suami) kepada 
perempuan (calon istri) dengan penuh keikhlasan dan keridaan dalam 
pernikahan. Yang kedua jujuran adalah sejumlah uang dalam besaran 
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tertentu (dengan nilai yang telah disepakati) yang diserahkan oleh calon 
mempelai laki-laki atau keluarganya kepada keluarga calon mempelai 
perempuan yang dipergunakan untuk mengadakan walimah acara 
pernikahan. 
Sebelum peneliti menuju ke pertanyaan mengenai latar belakang 
terjadinya mahar yang digunakan sebagai pembiayaan walimah, peneliti 
terlebih dahulu memecahnya menjadi beberapa pertanyaan, seperti yang 
sudah peneliti paparkan pada sub bab “kerangka pikir dan pertanyaan 
penelitian”.101 
Adapun pertanyaan pertama adalah menanyakan kepada para subjek 
mengenai pengertian mahar. Pertanyaan ini bermaksud untuk mengetahui 
seberapa mengerti subjek terhadap arti dan maksud dari mahar, dan untuk 
memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam memahami arti dari kata 
mahar tersebut. Dalam hal ini subjek pertama mengartikan mahar sebagai 
“maskawin pemberian suami atau keluarganya kepada pihak perempuan 
atas kesepakatan kedua belah pihak dengan maksud tidak memberatkan, dan 
sesusai kemampuan pihak laki-laki yang mana mahar tersebut menjadi hak 
milik sang istri.” Sedangkan subjek kedua mengartikan mahar sebagai 
“suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai tanda bukti pernikahan 
yang serius dalam berkeluarga dan membangun rumah tangga.” 
Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh kedua subjek 
penelitian (subjek) diatas, dapat dipahami bahwa mahar adalah maskawin 
berupa barang atau sesuatu yang berharga yang diberikan calon suami 
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kepada calon isterinya saat melangsungkan pernikahan. Menurut peneliti 
sendiri pengertian tentang mahar yang peneliti pahami sejauh ini tidaklah 
berbeda dari apa yang sudah dipaparkan oleh kedua subjek diatas. Sehingga 
peneliti berpendapat bahwa tidak ada diantara kedua subjek ini yang 
memahami mahar dengan pengertian yang berbeda. 
Kemudian pada pertanyaan berikutnya peneliti menanyakan tentang 
alasan dan dasar dalam menggunakan mahar untuk biaya walimah (pesta 
pernikahan) yang mana hal inilah yang melatar belakangi digunakannya 
mahar untuk pembiayaan walīmah al-„ursy. Subjek pertama berpendapat 
bahwa dasar alasannya menggunakan mahar untuk biaya walīmah al-„ursy 
adalah boleh, karena menurutnya walimah tersebut adalah acara miliknya 
dan untuk kepentingannya sendiri, atas dasar kesepakatan dengan saling 
ikhlas dan ridha diantara kedua belah pihak. 
Dalam hal ini peneliti mengutip hadis Nabi  SAW yang cukup 
berkaitan dengan apa yang dipaparkan subjek pertama yaitu: 
 ُشـْٞ َخ ِحبـَِّنْىا  ُُٓشـَغْٝ
َأ 
 
Artinya: Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah.
102
 
Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari juga dikatakan: 
 
... ِع ظّأ ٚضس لله ْعٔ ُأ ٜجْىا ٚيص لله ٔٞيع ٌيعٗ ٙأس ٚيع 
ذجع َِدشىا ِث ف٘ع شثأ حشفص, هبق بٍ ٕار ؟ هبق ّٚإ ذجٗضر 
حأشٍا ٚيع ُصٗ حاّ٘ ٍِ رٕة هبق) : كسبث لله لى ٌىٗأ ٘ىٗ حبشث 
(ٓاٗس ٛسبخجىا 
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Artinya: …dari Anas r.a. bahwasanya Nabi saw., melihat pada diri 
Abd Rahman bin „Auf wangi wangian, Nabi bertanya: untuk 
apa itu?. Abd Rahman menjawab: Saya telah mengawini 
seorang wanita dengan biji-bijian setimbang emas, Nabi 
bersabda: semoga Allah memberi berkah adakanlah perjamuan 
(walimah) sekali pun dengan seekor kambing‟.103 
 
Maksud dari kata “mudah” dalam hadis di atas, menurut penulis 
sendiri adalah bahwa dalam pernikahan itu sebaiknya dilaksanakan dengan 
mudah, tidak dipersulit dengan berbagai macam syarat yang diharuskan 
kepada salah satu pihak, contohnya seperti calon suami yang diharuskan 
menanggung semua biaya dalam pernikahan yang diadakan dengan sangat 
mewah, atau hal lain sebagainya (seperti yang disebutkan dalam hadis di 
atas). Dalam hal ini tidak akan jadi masalah tentunya jika memang pihak 
laki-laki tidak keberatan dan sanggup melaksanakannya, namun jika syarat 
tersebut malah membebani calon suami dan memberatkannya, justru hal ini 
akan jadi pernikahan yang di benci oleh Rasulullah SAW. 
Adapun subjek kedua menjelaskan alasan atau dasar ia menggunakan 
mahar untuk membiayai walimah adalah dikarenakan kurangnya ekonomi 
untuk mengadakan walimah secara layak sehingga dia harus menggunakan 
uang maharnya untuk menutupi kekurangan biaya tersebut. 
Berdasarkan hal ini, peneliti berpendapat bahwa subjek pertama 
memiliki keyakinan kalau mahar itu boleh dipakai dan digunakan secara 
kondisional karena mengingat acara tersebut (walimah) adalah untuknya 
dan miliknya, maka sudah menjadi haknya pula untuk mempergunakannya. 
Dalam pernyataan ini peneliti merasa kurang setuju jika mahar itu harus 
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digunakan untuk hal lain, karena sejatinya mahar ialah hak bagi seorang 
istri. Sudah jadi kepatutan bagi suami jika ia memang berkemampuan dalam 
melaksanakan walimah maka janganlah memakai mahar untuk keperluan 
lain seperti menggunakannya untuk resepsi walīmah al-„ursy. 
Berbeda dengan subjek pertama, subjek kedua mengaku bahwa alasan 
dia mempergunakan mahar untuk membiayai walimah adalah karena 
kurangnya biaya yang mereka miliki untuk melangsungkan walīmah al-
„ursy. Maka berdasarkan hal ini penulis berpendapat bahwa hal ini 
diperbolehkan mengingat bunyi dasar ushul fikih aḍ-ḍararu yuzālu yang 
artinya kemudharatan itu harus dihilangkan. Terdapat kaidah cabang yang 
berkaitan dengan kaidah ini, seperti: 
 داَس ْ٘ ُظْذ ََ ْىا ُخْٞ ُِجر ُداَس ْٗ ُش  ضىا 
Artinya:  Darurat itu dapat memperbolehkan yang dilarang. 
ُشَّضيِى َخِٞثُأبٍَ َْٗبِٕساََذِقث ُسََّذقُٝ ِداَس104  
Artinya: Apa yang diperbolehkan dari suatu kedharuratan hanya 
sekedarnya saja. 
Pada dasarnya menggunakan mahar milik istri adalah dilarang, namun 
dikarenakan sesuatu yang bersifat darurat maka mempergunakannya pun 
diperbolehkan sebagaimana bunyi dari kaidah fikih diatas dengan syarat 
harus ada izin dan persetujuan dari istri. Tindakan ini juga bersifat 
melindungi pihak mempelai baik laki-laki maupun perempuan agar 
terhindar dari fitnah, rasa malu, hutang, dan hinaan atau olokan dari 
tetangga sekitar, sebagaimana konsep maqaṣidu asy-syari‟ah yang 
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berorientasi pada  kulliyah al-khamsah yaitu ḥifẓu ad-dīn, ḥifẓu an-nafs, 
ḥifẓu‟aql, ḥifẓu māl, ḥifẓu an-nasab. 
Menurut hemat peneliti berdasarkan paparan yang di sampaikan oleh 
beberapa subjek di atas adalah bahwa subjek yang pertama kurang 
memahami pengertian mahar itu secara utuh karena menurut pemahaman 
dia mahar tersebut juga miliknya yang bisa dipakai sesukanya, padahal 
sejatinya mahar tersebut adalah milik istri sepenuhnya dan jika ingin 
menggunakan mahar tersebut haruslah melalui izin sang istri terlebih 
dahulu. Sedangkan subjek kedua sudah memahami arti dari mahar itu 
sendiri hanya saja karena kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi maka 
dia mempergunakan mahar tersebut untuk acara walimahan.  
Jadi menurut peneliti bahwa sebaiknya mahar yang diberikan kepada 
istri adalah sesuai dengan kemampuan laki-laki dan dari pihak keluarga istri 
tidak terlalu membebani untuk menuntut mahar dengan jumlah yang tinggi. 
Dengan begitu mahar yang diberikan kepada istri tersebut adalah hak istri 
sepenuhnya dengan tidak mencampur-adukkan mahar dengan uang acara 
walimahan. 
2. Pandangan Masyarakat dan Orang Tua Mempelai Terhadap Mahar 
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai mahar, maka peneliti akan 
mejelaskan dari data yang didapat dari hasil wawancara pada SY selaku 
orangtua mempelai yang menikahkan anakanya. adapun hasil wawancara 
sebagaimana yang disampaikan oleh SY; 
Mahar itu adalah hadiah dari laki untuk bini, bisa bentuknya barang, 
bisa duit, atau apapun yang dianggap bernilai bisa dipakai untuk 
mahar. 
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Begitu juga dengan paparan dari pandangan MK selaku mayarakat 
menyatakan sebagai berikut;  
Mahar adalah harta pemberian suami kepada istrinya pada saat 
pernikahan. 
 
Menurut peneliti melihat dari pengertian mahar yang disampaikan 
oleh SY sebagai orangtua mempelai yang menikahkan anaknya tidaklah 
jauh berbeda dengan pengertian mahar itu sendiri. Sedangkan pengertian 
mahar menurut MK selaku masyarakat sekitar memandangnya lebih secara 
umum.  
Selanjutnya kegunaan mahar menurut SY (orang tua BM) sebagai 
berikut: 
Mahar itu bisa dipakai untuk keperluan mereka selama ada 
kesepakatan, mau diapakan itu tidak masalah. 
 
Sedangkan menurut pandangan MK terkait kegunaan mahar tersebut, 
sebagai berikut: 
Untuk diberikan kepada istri, untuk dia pakai atau gunakan. Baik 
itu untuk dirinya sendiri, keluarga, atau orang lain. 
 
Adapun menurut hemat peneliti menggunakan mahar untuk keperluan 
resepsi atau walimah tidaklah pantas untuk dilakukan. Hanya jika di dalam 
keadaan yang mendesak saja, seperti kurangnya biaya untuk mengadakan 
resepsi atau walimah, barulah menggunakan uang mahar tersebut, itu pun 
harus dengan izin dan keikhlasan dari sang istri. 
Jika uang mahar tersebut digunakan dengan seizin istri dan kesepakatn 
bersama, maka peneliti berpendapat boleh. Namun lain halnya jika sang istri 
tidak mengetahui bahwa uang mahar yang dipergunakan tersebut adalah hak 
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nya seratus persen, lalu ia membiarkan mahar tersebut dipergunakan 
lantaran menganggap bahwa mahar tersebut milik bersama. Maka untuk hal 
ini penulis mengutip hadis nabi tentang larangan menggunakan hak orang 
lain dengan cara yang batil;  
 َذ ََ َْدأ َُٔجَشَْخأ  َح  شُد َِٜثأ ِْ َع  ِ ّٜ ِشَبق  شىا  ُّٜ ِج ْىا َهبَق ,َهَبقﷺ  .....: ُّوِذَٝ َلا
 ُْْٔ ٍِ  ٍظْفَّ ِتِِٞطث  ِلاإ ٍئِش ٍْ ا ُهب ٍَ  
 
Artinya: Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya. 
(HR. Ahmad 5: 72)
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Dalam alquran Allah SWT berfirman: 
 ًحَسبَجِر َُ َُ٘نر َُأ  لاِإ ِوِطبَجْىبِث ٌَُنْْٞ َث ٌَُنىا َ٘ ٍْ َأ اُ٘يُْمَأر َلا اُْ٘ ٍَ آ َِ ِٝز ىا ب َٖ َُّٝأبَٝ
 ٌْ ُنْ ٍِّ  ٍضاََشر َِع  َ  َلا َٗ اُُ٘يزَْقر  ٌْ ُنَُغفَّأ  َ   ُ ِإ  َ  اللّ ب ًَ ِٞدَس ٌْ ُِنث َُ بَم 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu.(QS. An-nisa:29)
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Dengan dalil alquran dan hadis diatas, peneliti simpulkan bahwa 
mempergunakan mahar lantaran faktor ketidaktahuan dari istri atau karena 
dipaksakan, maka hal tersebut adalah tidak boleh karena adanya dalil yang 
melarangnya. 
Selanjutnya pandangan SY terkait penggunaan mahar sebagai biaya 
resepsi pernikahan walīmah al-„ursy sebagai berikut: 
Iya mahar itu boleh saja dipakai untuk biaya resepsi, mahar itu untuk 
anak kami. Kalau mereka mau menggunakannya untuk membiayai 
resepsi pernikahan itu tidak apa-apa saja. 
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Adapun pandangan MK mengenai mahar yang digunakan sebagai 
biaya resepsi pernikahan walīmah al-„ursy sebagai berikut: 
Saya kurang tahu hukumnya, tapi menurut saya mungkin boleh saja 
dipergunakan untuk hal itu, selama yang bersangkutan ikhlas saja 
dan tidak mempermasalahkannya. 
 
Menurut peneliti, secara keseluruhan pendapat yang dikemukakan 
oleh SY tidaklah salah jika dipahami pada poin pokoknya. Yakni bahwa 
mahar itu bisa dipergunakan atas kesepatakan antara anak dan menantunya. 
Namun peneliti merasa perlu untuk menggaris bawahi ucapan SY yang 
mengatakan bahwa mahar itu untuk anak kami. Dalam kalimat ini peneliti 
merasa bahwa SY tidaklah memahami definisi mahar dengan benar. Karena 
sejatinya mahar itu diperuntukkan kepada seorang istri yang dinikahi oleh 
suami nya. Maka tentu saja mempergunakannya pun harus dengan izin dan 
keridaan dari sang istri. 
Berbeda dengan SY dalam hal ini MK menyatakan bahwa dirinya 
tidak mengetahui hukum mempergunakan mahar untuk membiayai 
walimah. Akan tetapi berdasarkan pendapat yang dikemukakannya tidaklah 
berlawanan dengan apa yang telah disampaikan oleh alquran dan hadis, 
bahwa harus ada keiklasan dan keridaan serta izin dari yang bersangkutan 
baru lah uang mahar tersebut boleh untuk dipergunakan. 
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Mahar Untuk Biaya 
Resepsi Pernikahan walimah Al-‘Ursy di Kota Palangka Raya 
Menurut tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini sangat diperlukan 
dikarenakan pandangan hukum Islam mengenai penggunaan mahar sebagai 
sumber pembiayaan walīmah al-„ursy menjadi titik fokus permasalahan 
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peneliti dalam mengkaji kedudukan mahar serta hukumnya sebagai sumber 
pembiayaan walīmah al-„ursy ini. 
Memberi mahar kepada mempelai wanita ibarat memberikan kado 
atau ucapan terima kasih atas kesediaan sang calon mempelai tersebut untuk 
menikah dengan calon mempelai laki-laki. Di beberapa wilayah di 
Indonesia, pemberian mahar berlangsung tidak seperti biasa bahkan 
cenderung luar biasa. 
Aceh merupakan salah satu daerah dengan nilai maskawin terbesar. 
Nilai mahar di Aceh adalah sepuluh mayam emas. Satu mayam emas setara 
dengan 3.3 gram. Jadi, seorang pemuda harus menyiapkan mahar senilai 33 
gram emas atau uang tunai sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta). Nilai ini 
tidak termasuk ke dalam seserahan atau hantaran lainnya yang berupa 
keperluan hidup sehari-hari si wanita, seperti makanan, pakaian, sepatu, tas, 
kosmetika dan sebagainya.
107
 Di daerah Sumatera secara umum, acara 
lamaran tidak hanya membahas tentang mahar tapi juga biaya resepsi 
perkawinan pengantin perempuan yang menjadi tanggungan mempelai pria. 
Calon mempelai pria harus mengeluarkan setidaknya Rp. 15 juta untuk 
calon mempelai wanita. Tentunya, itu di luar biaya resepsi di rumah 
mempelai laki-laki itu sendiri.
108
 
Mahar pengantin “paling murah” di Indonesia tampaknya terdapat di 
kalangan suku-suku di pulau Jawa seperti Betawi, Sunda, Jawa dan Madura. 
Di kalangan suku-suku ini, mahar perkawinan nilainya sangat terjangkau 
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berkisar antara 50.000 (lima puluh ribu) sampai 1 juta. Dan tidak ada 
tanggungan beban untuk membiayai resepsi pernikahan pengantin wanita. 
Daerah Sulawesi, khususnya suku Bugis, dikenal dengan uang panai‟ yang 
terkenal paling tinggi di Indonesia. Nilainya berkisar antara Rp. 20.000.000 
(dua puluh juta) sampai ratusan juta rupiah. Belum termasuk pemberian 
lainnya seperti sebidang tanah, seperangkat perhiasan emas dan lainnya. 
Uang panai‟ dimaksudkan sebagai penanda jika si laki-laki yang kelak akan 
menjadi suami akan mampu menafkahi istrinya. Sebaliknya, jika tidak 
mampu atau memiliki uang panai‟, bagaimana mungkin kelak akan 
memberi nafkah. Jika mampu memberi uang panai‟ berarti siap secara lahir 
batin untuk membangun bahtera rumah tangga. Menikah pun tak cukup jika 
hanya bermodalkan cinta.
109
 
Dalam hukum Islam, jika pernikahan itu sudah berlangsung sempurna 
secara syar'i maka pada gilirannya akad ini meminta konsekuensi dari 
masing-masing pihak yang melakukan akad. Pihak-pihak tersebut di 
antaranya manghasilkan hak bagi istri terhadap suaminya yaitu berupa 
mahar. Alquran menghapus adat kebiasaan zaman Jahiliyah mengenai 
mahar dan memulihkannya pada kedudukan asasi dan alami. Bahwa mahar 
adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-
lakinya dan merupakan pemberian wajib dari pria kepada perempuan.
110
 
Dengan begitu, jelas hukum mahar adalah mutlak hak milik seorang 
istri. Namun bukan berarti bahwa sang suami tidak diperbolehkan 
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memanfaatkan mahar yang dia berikan kepada istri, seperti mahar berupa 
alquran yang diberikan suami kepada istrinya. Suami boleh memakai, atau 
menggunakannya dengan seizin dan ridha dari sang istri. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Pernikahan adalah sebuah prosesi perikatan yang mengikat dimana seorang 
pria memberikan mahar kepada wanitanya untuk menjadi hak istrinya, 
sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 4. Adapun alasan yang 
melatarbelakangi penggunaan mahar disebabkan beberapa faktor 
diantaranya: kurangnya biaya yang dianggarkan dalam pengadaan walimah, 
dan minimnya pemahaman masyarakat dalam memahami konsep mahar. 
2. Pandangan orang tua mempelai yang menggunakan mahar untuk biaya  
walimah al-„ursy terhadap mahar itu sendiri cenderung dangkal dan hanya 
menggunakan definisi berdasarkan pemahaman pribadinya saja, sehingga 
ini menjadi salah satu penyebab mengapa mahar tersebut dipergunakan 
untuk keperluan lain seperti untuk membiayai walimah al-„ursy. 
3. Berdasarkan hukum Islam, mahar adalah hak kepemilikan seorang istri yang 
tidak boleh digunakan suami untuk diambil manfaatnya kecuali dengan izin 
dan ridha dari istri. 
B. Saran  
Untuk meminimalisir terjadinya kasus dimana mahar yang seharusnya 
adalah hak milik istri, tapi dipergunakan untuk keperluan lain seperti 
membiayai walimah al-„ursy, maka diperlukan beberapa hal diantaranya: 
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1. Diperlukan adanya peran petugas KUA untuk menyampaikan pengetahuan 
yang lebih mendalam terhadap konsep mahar secara menyeluruh kepada 
masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, terutama pada 
masyarakat di perkotaan yang biasanya memakai mahar sebagai tolak ukur 
kemewahan sebuah perkawinan, sehingga menyebabkan mereka berlomba-
lomba untuk menggunakan mahar yang jumlahnya tidak sedikit dan diluar 
kemampuan mereka itu sendiri. Hal ini yang harus dihindari agar tidak ada 
lagi dikemudian hari hak seseorang terpakai dengan cara yang tidak 
dibenarkan dalam Islam. 
2. Diperlukan kematangan dalam penyelenggaraan walimah al-„ursy, baik dari 
segi anggaran, persiapan, pengeluaran. Semuanya harus dihitung dengan 
seksama dan maksimal, agar tidak terjadi lagi kasus dimana uang mahar 
dipergunakan untuk keperluan seperti membiayai walimah al-„ursy. 
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